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Sebagai Ganti Rugi

Korupsi Pipanisasi

Karangasem
DENPASAR - Kejaksaan Ting-

gi (Kejati) Bali harus kerja keras

dalam memburu uang negara
yang dijarah para koruptor.
Salah satu yang harus segera
dikembalikan uang perkara
korupsi pipanisasi di Kabupat-
en Karangasem yang melibat-
kan orang penting di PT. Adhi
Karya. Pasalnya, setelah tepat
satu bulan setelah divonis Pen-
gadilan Tipikor Denpasar, uang
ganti rugi sebesar Rp 3,7 miliar

kabarnya belum bisa dicairkan. .

Uang ganti rugi tersebut harus
dibayarkan berdasar putusan
pengadilan yang menghukum
mantan pimpinan proyek (pim-
pro) PT. Adhi Karya, Parno Tris
Hadiono, 47. Selain divonis se-
tahun penjara, Parno dihukum

~

bagai bentuk ganti rugi,’ terang
Kasi Penkum Kejati Bali, Ashari
Kurniawan, kemarin (26/1).

Menurut Ashari, alasan cek
belum bisa dicairkan karena
masalah administrasi di inter-
nal PT. Adhi Karya. Sayangnya
Ashari tidakmembeber masalah
apa yang dimaksud. Namun,
pihaknya tidak berdiam diri
melihat cek tak bisa kun]ung
dicairkan. Kejati sudah mengi-
rim surat pada PT. Adhi Karya
agar cek bisa segera dicairkan.
“Surat sudah kami kirim ke PT.
Adhi Karya. Kami berharap cek
segera bisa dicairkan dan uang
bisa masuk ke kas negara,’ tukas
jaksa asal ]og]akarta itu.

tersebut kini mas T
: sunQ:anleumah Penylmm

Benda Sitaan Negara (Rup-

basan) Denpasar. Sementara

untuk uang denda Rp 50 juta
sudah dibayar PT. Adhi Karya
tanggal 11 Januari lalu. Dengan
penyerahan uang denda maka

membayar denda Rp 50 juta__ putusan perkara sudah inkracht

dan ganti rugi Rp 3,7 miliar.
Uang denda dan ganti rugi
tersebut sepenuhnya dilimpah-
kan pada PT. Adhi Karya.
Uang ganti rugi Rp 3,7 mil-
iar dibayarkan PT. Adhi Karya
melalui cek. Tapi, informa-
sinya cek tersebut belum bisa
dicairkan menjadi uang tunai.
“Informasi yang kami dapatkan,
sampai saat ini kami belum bisa
mencairkan cek Rp 3,7 miliar se-

atau berkekuatan hukum tetap.
Dengan diserahkan uang

denda juga Parno tidak perlu

menjalani pidana pengganti
uang denda penjara satu bu-
lan. Parno sendiri dinyatakan
bersalah turut serta dalam
perbuatan korupsi proyek pi-

. panisasi empat kecamatan di

Kabupaten Karangasem, tahun
2009/2010. Perbuatan terdakwa
terbukti melanggar Pasal 3 UU

iliar

No 20/2001 tentang pember-
antasan tipikor, juncto Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPX

Hakim menilai, dalam pema-

- sangan proyek pipa sebesar Rp

26 miliar, itu ditemukan penyele-
wengan. PT Adhi Karya menggu-
nakan pipa tidak sesuai dengan
kontrak. Bahan pipa yang dipakai
tidak sesuai dengan perjanji-
an dan bertentangan dengan
ketentuan PP Nomor 58/2008
tentang pengelolaan keuangan

‘daerah. KHasil pemeriksaan ahli

ITB, bahw terpasang di

lapangan tidak sesuai dengan

spsiﬂhl rjanjian kerja.
Dari hasil perhitungan BPKP

Wilayah Bali disebutkan ada ker-

ugxaan37m1hardalamkasus

ini. Dengan rincian, pembayaran

pipa giv tahun 2009 Rp 9,5 miliar
lebih ditambah pembayaran
pengadaan pipa giv tahun 2010
yaitu Rp 365 juta. Total pemba-
yarannps,snnliar. Namun hasil
perhitungan, nilai barang yang
diterima adalah Rp 5,8 miliar dan
biaya ongkos angkut Rp 307 juta
sehingga total Rp 6,1 miliar.

Kendati demikian, putusan
hakim masih di bawah tuntutan
JPU. Sebelumnya JPU menun-
tut terdakwa Parno dengan pi-
dana penjara selama 1,5 tahun
penjara. JPU juga menuntut
terdakwa Parno hukuman den-
da sebesar Rp 50 juta, subsider
6 bulan kurungan. (san/rid)
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